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BUPATIKAUR 
PR0VINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

N0M0R/ l $"TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR N0M0R 69 TAHUN 2016 
TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a . bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 
yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan rasiona l perlu 
ditinja u kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
yang sudah ada; 

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dilakukan 
pcrubahan lerhadap Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 
Tahun 20 16 ten tang Susunan Struktur Organisasi 
Perangkat Daeral1 Kabupaten Kaur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a dan huru f b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur 
Nornor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 

1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provins i Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang- Undang Nornor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

3 . Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

SEKRETAP.IAT 01\!:RAH K~SU?AWI KAU~ 
BAGIAN HU KUM 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 201 6 Nomor 237). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016 
TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN KAUR. 

SBRETARIAT OAERA.i KA?1;::AlEN KAUR 
BAG!AN HUKUM 

oncun KEBE' AAMllA 
TElAH DIP!'S OA.'l P.;.R,:..1 

!~ 

Pasal I 

Beberapa ketent.uan dalam Pcraturan Supati Kabupaten Kaur 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Slruktur Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Serita Daera h Kabupaten 
Kaur Tahun 2016 Nomor 446), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) hurufb angka 3 diubah, sehingga 
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Sekretariat Daerah 
Pasal 6 

(1). Susunan Organisasi Sekretari.at Daerah, terdiri dari : 
a . Sekretaris Daerah ; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

terdiri dari : 
l . Bagian Pemerinta.han dan Otonomi Daerah, 

membawahi: 
a) sub bagian politik dan pemerintahan umum; 
b) sub bagian bina administrasi kewilayahan; 
c) sub bagian otonomi daerah. 

2 . Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 
a) sub bagian keagamaan; 
b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, 

pariwisata, pemuda dan olahraga; 
c) sub bagian kesehatan, sosial, pengendalian 

penduduk keluarga berencana (P2KB), 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
a nak (P3A), clan penanga.n narkoba. 

3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
membawahi : 
a) sub bagian perundang-undangan; 
b) sub bagian ba.ntuan hukum dan hak asas1 

manusia; 
c) sub bagian dokumentasi da.n penyuluhan 

hukum. 
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c . Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 
l. Bagian Ekonomi da.n Sumber Daya Alam, 

membawahi : 
a) sub bagian perekonomian; 
b) sub bagian koordinasi penanaman modal, 

per izinan dan BUMD; 
c) sub bagian sumber daya alam. 

2. Bagian Administrasi Pembangun an, membawahi : 
a) sub bagian bina program; 
b) sub bagian monev pembangunan; 
c) sub bagian in frastruktur. 

3. Bagian Pengadaan Ba.rang dan J asa, membawahi : 
a) sub bagian perencanaan pengadaan dan LPSE; 
b) sub bagian pemilihan penyedia barang/jasa; 
c) sub bagian pembinaan kompetensi dan 

pengarsipa.n. 

d. Asisten Adrninistrasi Umum, terdiri dari : 
1. Bagian Umu.n1, membawahi: 

a) sub bagian rumah tangga da.n perlengkapan; 
b) sub bagian administasi keuangan; 
c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian. 

2 . Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi : 
a) sub bagian kelembagaan dan anjab; 
b) sub bagian pengembangan kinerja; 
c) sub bagian ketatalaksanaan. 

3 . Bagian Humas dan Protokol, membawahi : 
a) sub bagian humas; 
b) sub bagia.n p rotokol; 
c) sub bagian ta t.a usaha pimpinan. 

e. Jabatan Fungsional; 
f. Staf Ahli. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

2 . Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 
17 berbunyi sebagai berikut : 

lnspektorat Daerah 
Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : 
a. lnspektur; 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub bagian umum, keuangan dan perencanaan; 
2. Sub bagian evaluasi dan pelapora.n; 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d . Inspektur Pembantu Wilayah II; 
e. lnspektu 1· Pembantu Wilayah III; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, d, e membawahi peja.bat fungsiona.1. 

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah 
sebagaimana. tercantum pada Lampiran II Peraturan 
Bupati ini. 
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3. Ketentuan Pasa l 21 ayat 1 huruf c, huruf d , huruf e, dan 
huruf f diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi seba gai berikut : 

Bappeda dan Litbang 
Pasal 21 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Litbang, terdiri dari : 
a . Kepala Bada.n 
b . Sekretariat, membawahi : 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2 . sub bagian keuangan; 
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Dacrah, membawahi : 
1. sub bidang perencanaan dan pendanaan; 
2 . sub bidang data dan i.nformasi; 
3. sub bida.ng pengendalian, evaluasi dan pelaporan . 

d . Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 
membawahi : 
1. sub bidang pemerint.aha.n dan politik; 
2. sub bidang pendidika n , mental da.n budaya; 
3. sub b idang keschatan dan kesejahteraan rakyat. 

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
Infrastniktur dan Kewilayahan, mem bawahi : 
1. sub bidang perekonomian da.n kemaritiman; 
2. sub bidang lingkungan hidup dan SDA; 
3 . sub bidang infrastruktur dan kewilayahan. 

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: 
1. sub bidang sosial dan pemerintaha.n; 
2 . sub bidang ekonomi dan pembangunan; 
3. sub bidang inovasi dan teknologi. 

g. Unit Pelaksana Teknis; 
h . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi S adan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lit.bang sebagailnana 
tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 37 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 37 
berbunyi sebagai berikut : 

Dinas Sosial 
Pasal 37 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : 
a . Kepa la Dinas; 
h. Sekretariat, membawahi : 

1. sub bagian umum dan kepegawaia.n; 
2. sub bagian keuangan; 
3 . sub bagian perencanaan dan pelaporan. 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 
membawahi: 
1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam 

dan bencana sosial ; 
2 . seksi jaminan sosial keluarga. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi : 
1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 

tuna sosial dan korban perdagangan orang. 
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e . Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, 
membawahi : 
l . seksi pembcrdayaan sosial; 
2. seksi kelembagaan sosial. 

f. Bidang Penan ganan Fakir Miskin, membawahi: 
l. seksi penanganan fakir m iskin pedesaan dan 

perkotaan; 
2. seksi penanganan fakir miskin pesisir 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas SosiaJ sebagaimana 
tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

5 . Ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b diubah, sehingga Pasal 49 
berbunyi scbagai berikut : 

Dinas Pendidikan 
Pasal 49 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan , terdiri dari: 
a . Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. sub bagian tata usaha; 
2 . sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan. 

c . Bidang Pembinaan PAUD dan Pen didikan Nonformal, 
membawal1i : 
1. seksi kurikuJum dan peserta didik; 
2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana ; 
3 . s eksi pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Bidang Pembinaan Pen didikan Dasar, membawahi : 
1. seksi kurikulum dan pes erta didik; 
2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; 
3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan. 

e. Bidang Kebudayaan, membawahi : 
1. seksi cagar budaya dan permuseurnan; 
2. seksi sejarah, tradisi dan kesenian; 
3. seksi tenaga kebudayaan. 

f. Satuan Pendidikan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jaba.tan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 
sebagaimana tercantum pa da Lampiran V Peraturan 
Bupati ini. 

6 . Ketcntuan Pasal 85 ayat 1 huruf c dan d diubah, sehingga 
Pasal 85 berbunyi sebagai berikut : 

SEKP.ETARIAT OAE?.AH KABU?AiEII KAUR 
BAG!AN HUKUM 

TCLAH 01:,R~~ S 0/•N I i'AP ; 
C

1
TEL!il Kea~ ~ 1<ANNYA. ~ -

..._ ____ -----

Dinas Perpustakaan 
Pasal 85 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2 . sub bagian perencanaan dan keuangan; 

c . Bidang Pengolahan , Layanan dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan, memba.wahi: 
l. seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan 

pelestarian bahan perpustakaan; 
2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama 

perpustakaan. 
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d . Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi : 
1. seksi pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan dan tenaga perpustakaan; 
2 . seksi pengembangan pembudayaan kegemaran 

membaca. 
e. Bidang Kearsipan, membawahi : 

1. seksi pengelolaan arsip; 
2 . seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan. 

f. Unit Pclaksana Tcknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan 
sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan 
Bupati ini. 

7 . Ketentuan Pasal 119 ayat 5 d iubah, sehingga Pasal 119 
berbunyi sebagai berikut : 

KEPEGAWAlAN DAN ESELON 

Pasal 119 

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon Ila 
atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten 
Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan dan 
Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon IIb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, 
Sekretaris Badan, Sek.retaris Dinas, Kepala Bagian, serta 
Camat merupakan Jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator . 

(4) Kepala Bidang pada Badan dan Dinas serta Sekretaris 
Kccamatan merupakan Jabatan eselon II!b atau jabatan 
administrator. 

(5) Lura.h, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas Daerah, 
Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, 
Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Scksi pada 
Kecamatan merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan 
pengawas. 

(6) Kepala Su b bagian pada Kecamatan , Sekretaris Kelurahan 
dan Kepala Seksi pada Kelurahan m erupakan jabatan eselon 
!Vb a tau jabatan pcngawas. 

SEt.RETAP.IAJ OAERA.~ KAoUPAJ:N KAUR 
BAGIAN HU KUM 



- 7 -

Pasal II 

Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
da lam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal /j fJt&~m-kr- 2018 

SEXP.ETARil-; OAEAA.~ KA6UFATE,~ "J.,~R 
BAGIAN HU KUM 

~BUPA~I KAUR,r 

Diundangkan di Binluhan 
pada tanggal, 2JJ 'l)t'!:,F/77-bRr 2018 
SEKRET S DAERAH 
KABUPA 

H. NANDAR M NADI, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Madya/lVd 
NIP. 19690127 199003 1 004 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : &'80 
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Clfl 

ri Oii>R~' S bA•< 
ITI KCSr ><MIIY,\ fous PAUSI 



f,AM l'JRAN IV PEl~N l'URAN BUPA1'1 KAUR 
NO'IIOR : TAHON 2018 
TANGGAL: OESEMBER 2018 STRUKTUR ORGANISASI DINA$ SOSIAL 

I K£PAI.A DINA$ I 
' ' 

SEKRETARIS KEl.,OM POK JABATAN 
FUNOSIONAI, 

I 
KEPALA SUB 

KEPALA SUB DAGIAN KEPALA SUB BAOIAN BAOIAN UMUM DAN 
KEUANGAN PERENCANAAN DAN KEPEOAWAIAN PELAPORAN 

KEPALA BI01\ NG 
KEPJ\LA BIDANG KEPAWI B l DANO KEPAI.A BIDANO 

PERLL'IOUNOAN DAN JAMINAN 
PEMBEROAYAAN DAN PENANOANAN FAl<IR 

- SOSLo\L ~ REHABIUTASI SOSIAL - KELEMBAG,\AN SOSIAI. -
MISKIN 

10\SI PERLINDUKGAN SOSIAL 
KASI REHABIUTASI SOSIAL K,\$I PENANOANAN ~'Al<IR - KORBAN BENCANA ALAM DAN t-- ANAK DAN LANJUT USIA ,_ KASI PEMBERDAYM.'I SOSIAL - MISKIN PEDESMK DAN 

BENCANA SOS!AL 

PERKOTAAN 

KASI REHABILJTASI SOSIAL KASI JA;"11NAN S0S!AL PE!\'YAND,\NO DISAB!UTAS, 
K,\SI KELEMBAGAA!, S0$1AL KASI PENA 'IOANAN FAKIR 

- KEl,UARGA - 1"'UNA SOSIAI, DAN KORBAN ~ - MISKJ)f PESISIR PERDAGANGAN ORANG 

KAU~ I II- BUPAt l_ ~ UR, 
UPTO I S[KRE 

BAG l•ll ,iUKUI.' 

[ 

TfL,\H Ct",10SES O••N ,, '",j:J,,] _::Tl :°1:YA ~ b 
r 



STRUKTUR ORGANJSASI DINAS PENDJDIKAN 

I KEPALA DINA$ I . I~ ' ' 

I I 
KELOMPOK J/\BJ\'rA)I 

F'IJNOS10NAL 

' ' ' 

-
~ 

I 
' 

' Kl~PALA BIDANG 
PEMOINMN PAUO DAN KEPAU I DIDANO PE:M8 1NMN KEPALA B!DANO - PENDIDIKAI\ NON - PENDIDIKAN DASAR - KEBUDAYAAN 1>0R"1AL 

KASI KURll(LLUM l)Af: KASI KUR!KULUM 01\N KASI CAOAR BUOAYA OA.'1 .._ PESERT/1 01D!K I- PESERTA DIOIK - Pl~RMVSEUMAN 

KASI KELEM13AOMN DAN KASI KELEMBAOMN DAN KASI SEJARAH, TRADISI - SARPRAS I- SARPRAS - DAN Kl!SU:NIAN 

K.~SI PENDIDIK DA~' KASI PE:NDIDIK OA,'I TENAGA KASITENAQ.A, ~ TENAGA KEJ>J1:NDJDI KAN ~ KEP€NDIDIKAN - KEBUDAYAAN 

UPTD 

I 

KEPALA sue BAOIAN 
TATA USAf-lA 

r ,<RE~AAIAT MER 
BAGIAI 

. 

IELAi OIPR( ,Fs (", 
U!El' •<k •. 

U\MPIRAN V 

' I SE KRETAR!S I 
I I 

I 

PERA1'URAN 8UPATI KAUR 
NOMOR 

TANOGAL 

I 

TAliUN :2018 
OESEMBER 2018 

KEPALA SVB BAG!AN 
PENYl.':LENOGARAAN 1'UGAS 

PEM BAN'l'UA.'1 

'JsUPt TI KAUR, ' IWJ~ I 

_J ,....., 
~,,,97' 
~:J f.ous 



LAMPIRAN \1 PERATURAN 8UPATI KAUR 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN NOMOR : TAHUN 2018 
TANGO,\L : DESJ;;MBER 2018 

I l<EPALA DINAS I 

I I 

I 

KELOMPOK J ABATAN SEKRETARJS I 
FUNOSIONAL I 

I 

KEPALA SUB B AOJ.-\N 
I 

UMUM DAN KEPAL,\ SUB B AOJAN 
KJ;;PEOAWAIAN PERENCANA,\K DA:-1 J<EL"-~NOAN 

I 
I 

I 
KP.PALA BIDAl'IO KEPAL,\ BIDANO PENOOLAHAN, 

KJ;;PALA BIDANO PENOJ;;MB.-\NGAN 
LAYt .NAN DAN PELES'l'APJAK 

PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYMN 
r KE ARSIPAN 

r 
B AHA!'f PERPUSTAKAAN .---

KEGEMJ\RAN ME MBACA 

KASI PENOEMB AJ>IGAN KOLEKSI, 
KASI PEMBINAAAN OAK PENGEMBANOAN 

KASI Pfl:NOELOLAAN ARSJP 
PENOOLAHAN DAN PELES'rARIAN 

PER?US1'AJ<AAN DAN TENAGA PERPUSTAK.-v\N 

,-
,-

B.-\HAN PERPUSTAKAAN ,__ 

KA$[ PE~-~BINAAN DAN 
KASI LAYANAN, OTOMASI DAN 

KASI PENOEMSANGAN PEMBUDAY AAN .... PE NGAWASAN l<EARSIPAN - KERJASAJ.·IA PltRPUS·t AKt\AN '---- KEGEMAR:\N MEM8AC.<\ 

I UP'l"D I I S~KRE 
BAG I AN HU KUM 

Ko\~R I w ,, 
, 7 TCLAll Oi?Rll,}.:S 0,\N ClrELJTIK£8_2.;= 


